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MORALDYAN PELAYANAN TERPADU

PELIMPAHAN KEWEI%@ EL@AN PERIZINAN KEPADA
A

SU UMI

©

@ ALI SUKABUMI,

Memmbé
@

untuk meningkatkan pelayanan kepada
arakat khususnya di bidang perizinan dan
mendorong  pertumbuhan  ekonomi  melalui
penmgkatan investasi, maka perlu adanya sistem
pemberian izin yang cepat, efisien, dan terpadu;

bahwa sehubungan dengan huruf a dan dengan telah
dibentuknya Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi, maka untuk
kepastian hukum perlu dibentuk Peraturan Walikota
tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Pelayanan
Perizinan Terpadu kepada Kepala Kantor Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi;



Mengingat

1.

3.

%n Pem%tah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

olaan angan Daerah (Lembaran Negara

ublik¢dostonesia  Tahun 2005 Nomor 140,
mb m

a e
@Nom@;

@turan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal
14 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor
Pemerintahan Daerah
Indonesia Tahun 2Q0

Tahun 2004 tentang
yn Negara Republik
om 25, Tambahan
Lembaran Negara ¥ Ind Nomor 4437)
sebagaimana t @erap {» diubah terakhir
dengan Undgng-Upgdang N 12 Tahun 2008
tentang Peru Ked Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 t g Pemerintahan Daerah

(Lembara ara ik Indonesia Tahun 2008
Nomor amb

embaran Negara Republik
Indo omo
2

baran Negara Republik Indonesia

edoman Penyusunan dan Penerapan Standar
elayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

e lae)

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Sukabumi Nomor 11 Tahun 1994 tentang Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi
Tahun 1995 Nomor 2 Seri B - 2);

6. Peraturan ...................



6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun
2000 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2000 Nomor 11 Seri B - 6);

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun
2002 tentang Izin Usaha Jaga Konstruksi (Lembaran
Daerah Kota Sukabumi T 002 Nomor 5 Seri B -
2);

8. Peraturan Daerah bun@mor 13 Tahun

2002  tentang eng ¥> Wajib  Daftar
Perusahaan (Léyhbardr Daera a Sukabumi Tahun
2002 Nomor 2 -3);

9. Peratura ah l@kabumi Nomor 2 Tahun
ot

merintahan Kota Sukabumi

2008 te ruge
(I)Ze;n aera a Sukabumi Tahun 2008 Nomor
2 Q %

10, ran h Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun
Penyelenggaraan Reklame (Lembaran

ten@&%)?
@ erah ukabumi Tahun 2008 Nomor 4);
% . Perg @’ Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun
@ D08 yentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Pergngkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah
@ Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun
@ 2008 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota

% Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
Sukabumi Tahun 2008 Nomor 11);

Memperhatikan ~ : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

2. Peraturan ..............



Menetap;%m

@

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pedoman Penyusunan Standar Perizinan
Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;

Peraturan Gubernur Jawa Bagat Nomor 28 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyele aan Pelayanan Publik
di Jawa Barat;

Keputusan Gubern vaBarat @m 061/Kep.53-
Org/2007 tenta an {> Penyelenggaraan
Pelayanan Terpgdu $att Pintu wa Barat;

Peraturan Walikota Su i Nomor 6 Tahun 2008

Suka erita rah Kota Sukabumi Tahun 2008

e

n ta Sukabumi Nomor 34 Tahun 2008

tentang emberi gas dan  Kewajiban
Pemering hay ~ Laj kepada Wakil Walikota

ukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata

Tja r Penanaman Modal dan Pelayanan
Terp ota Sukabumi (Berita Daerah Kota
% Su i Tahun 2008 Nomor 34);

©

@ MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN
KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU KOTA SUKABUMI.



Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kota Sukabumi.

Daerah Kota
penyelenggara Pem

sebagai  unsur

Sekretaris D

@Sekretaris Daerah Kota

Sukabumi.
Kanto <i@m %al dan Pelayanan Terpadu

éa anjut disebut Kantor adalah Kantor
- an &da dan Pelayanan Terpadu Kota
% mi.

pala {":; Penanaman Modal dan Pelayanan

erpa@rang selanjutnya disebut Kepala Kantor
epala Kantor Penanaman Modal dan

ad
1%@2\% Terpadu Kota Sukabumi.

Pasal 2

Kepala Daerah melimpahkan kewenangan pelayanan
perizinan kepada Kepala Kantor.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi :

menetapkan mekanisme pelayanan perizinan
terpadu mulai dari permohonan sampai dengan
penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

b. menetapkan ....................



b. menetapkan kelengkapan persyaratan
administrasi perizinan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

c. memberikan kelancaran proses perizinan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat;

d. menandatangani selurulp perizinan yang telah
dilimpahkan/didelegasi termasuk
perpanjangan izinny,

e. menolak atau men: per nan perizinan;

f. membentuk Tipgr T den anggota terdiri
dari Satuan eangk Arah terkait;

g. melapork dksanaa tugasnya kepada
Walikota mi ara berkala/periodik 1
(satu) bulan sekali@ sewaktu-waktu apabila

@@x

Pasal 3

e

aimana dimaksud dalam Pasal 2,

i saha Industri (IUI);

(anda Daftar Industri (TDI);

zin Gangguan;

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

e.
@é Q f. Izin Mendirikan Bangunan; dan

Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;

Pasal 4

(1) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e, dikecualikan
terhadap :



_7-

a. Izin Gangguan, dengan intensitas gangguan
besar/tinggi dan/atau luas ruang usaha di atas 500
m?;

b. Izin Usaha Pasar Modern;

c. Izin Reklame, dengan krj sebagai berikut;
1) Billboard, yang ng pada tanah
na

Pemerintah Daegak, )td ik pribadi/tanah
pihak lain y chisdyvaka /atau di atas
gedung d ran (tha{4> 48 m?%;

2) Megatroff TVRIfon yang Mipasang pada tanah
Pemerin Dae dan/atau tanah
pribadi/tanah pi lain yang disewakan
de m ura 48 m?; dan

3) B jala dipasang melintang jalan

sem uran.

Q

d@ ndiri Bangunan, dengan kriteria sebagai
o

@) per an/pembangunan rumah yang bersifat
ki ok;

@ 2) angunan yang dilaksanakan oleh badan
ha/perusahaan seperti mall, toserba, atau
%pasar swalayan  yang  tidak  Dbersifat

individu/perorangan; dan/atau
Q 3) pembangunan dengan luas bangunan di atas

@7& 500 m?.
@<§? Penandatanganan dan penolakan izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah
atau Wakil Kepala Daerah apabila Kepala Daerah
berhalangan.

[¢]

N4



Pasal 5

Kepala Kantor dalam menyelenggarakan kewenangan
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 2, wajib
memperhatikan :

a. standar, norma, dan kebijakaq rintah Daerah;

b. keserasian, kemanfaata cara aksanaan tugas
pemerintahan dan pemabaQsui

c. standar pelayananx ' ; da O

d. Rencana Tata R <g .i dyah. "@3

(1) Kepala @or da %emberikan persetujuan atau
pen% permohonan  perizinan  sebagaimana

il dala sal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e

afkan asil rapat pembahasan Tim Teknis.

( Te 4“% ebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ketuai sé' Kepala Kantor dengan angggota terdiri
% dari @ ilan masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Vg

RE

D@ggerkait.

( apat Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ipimpin Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan

@ embangunan dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh

Kepala Daerah.

(4) Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempunyai tugas untuk mengambil keputusan sebagai
dasar Ketua Tim Teknis dalam memberikan persetujuan
atau penolakan permohonan perizinan.



(5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak
untuk mengambil keputusan dan
mempertanggungjawabkan  keputusan  dimaksud
sebagai wakil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

bersangkutan.
Penambahan kewenangaQ! ewer@n sebagaimana

dimaksud dalam Pgsal diatuf\lekph lanjut dengan

Keputusan Kepala D@

(1) Permo periz@ sebagaimana dimaksud dalam
Pas@iQE kan secard tertulis kepada Kepala Kantor
d

lampi persyaratan yang telah ditetapkan
ngan q@. perizinannya.

pejabat pemberi dan/atau pemroses
ang telah diatur sebelum ditetapkannya
Walikota ini dengan sendirinya berubah
ad) Kepala Kantor sesuai dengan Peraturan Daerah
Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang
embentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
%aerah Kota Sukabumi.

@ Pasal 9

Penarikan kembali kewenangan yang telah dilimpahkan
kepada Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dapat dilakukan oleh Kepala Daerah baik sebagian atau
seluruhnya.

Pasal 10 ....cooevvenvennennee.
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Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan
Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Ketentuan mengenai tata
sebagaimana dimaksud
diatur dan tidak berteqtq
ini, masih tetap berlgk@.

an p ratan perizinan
ain _Pasal panjang tidak
den@@eraturan Walikota

& o
N kewen untuk pelayanan perizinan
3 Izin, Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar
I%Gangguan, dan Izin Pengambilan
ebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
a, & b, huruf ¢, huruf d, dan huruf g,
sana@erhitung mulai tanggal 1 Juni 2009.

@eh kewenangan untuk pelayanan perizinan

ndirikan Bangunan sebagaimana dimaksud
Pasal 3 huruf f, dilaksanakan terhitung mulai

@anggal 1 Juli 2009.
@ Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan-
ketentuan yang menyangkut mengenai pelayanan perizinan
yaitu :

%5
G

a. Peraturan ......
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a. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2006
tentang Jenis Perizinan yang Melalui Proses
Pembahasan pada Seksi Sistem Pelayanan Satu Atap
(SPSA) Dinas Pendapatan Daerah Kota Sukabumi
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2006 Nomor 2

Seri C - 2);
b. Pasal 6 ayat (2), ayat (3), da (4), Pasal 7, Pasal 9,

Pasal 10, Pasal 11, Pasal ¥ g (1) huruf ¢ dan
huruf e dan ayat (3), Pas X , dan Lampiran
Form E, G, H.1., H, Leraturan Walikota
entang Tata Cara
an/Pemasangan, Lokasi

6, Pasal 3 ayat (1) dan ayat

asal 8, dan Pasal 15 Peraturan

or 16 Tahun 2005 tentang Tata

tan Permohonan Izin Gangguan
diubah dengan Peraturan Walikota
r 10 Tahun 2007 tentang Perubahan
Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun
Tata Cara dan Persyaratan Permohonan

i % an.
g@dicab@n dinyatakan tidak berlaku.
@ Pasal 14

@ Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Walikota ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Diundangkan di Su
Pada tanggal 30 0

SEKRETARIS
S UM

&
Lo

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2009 NOMOR 4




